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TRANSLITERASI

Dalam Penyusunan skripsi ini, penyusun dalam
menulis ksts Arab berpedoman pada  keputusan bersama
Departemen Agama Depdikbud Republik Indonesis,
tertsnggal 22 Janusri 1988 bernomer 157/1987 dan
05436/1987. Pedomannys sebsgai berikut:

1 I

Arab Nams Latin : Arab Nama Latin
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Vokal rangkap
2 - i
LS'"__ = 8i
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99— = au

Vokal panjang (maddah)

\;:‘ = a contoh __QB = qala
9 e 1 o LL%S = qila
9 .-ﬁ'; = 0 ‘—3“};.". = yaqulu

Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta marbutah yang hidup satsu mendaspat harakat
fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah
/t/.

b. ta marbutah yang mat i stau mendepnt harakat sukun,
transliterasinya adalah /h/.

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau

tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan
huruf yang sama dengan hruf vang diberi tanda syaddah

itu.

e " s
Contoh: Q}j - Nazzalsa

»

LY . "
r_;u - Nu ima

Kata sandang dalsm tulisan Arab dilambangkan dengan

Kata Sandang



huruf wyaituy Lji - Namun dalam transliterasi ini

kata sandang itu dibedakan atas kata _sandang vang

diikuti oleh huruf Qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kats sandsng vang diikuti oleh huruf Syamsiah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya /  yaitu
huruf (1) diganti dengan ysng ssms dengan huruf
vang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kats sandang diikuti oleh huruf Qamariah
ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan vang
digariskan di depan dan sesusi pula dengan
bunyinys.

Baik diikuti huruf Sysmsish maupun huruf Qomariah,

katsa sandang ditulis terpisah dsari kata vang

mengikuti dan dihubungkan dengan tLands sempang .

Contoh:

ar-rajulu

>,

asy-syamsu
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi yang membuat dan
mempertahankan hukum, atan dengan bshasa lain membuat
dsn memaksaksn hukum, masks tombsk terpenting untuk
mempertsahankan hukum adalah kekuasasan kehakiman atau
kekuassan peradilan.l)

Dalam passl 24 UUD 1945 dinyatsaskan:

1. Kekuassan kehakiman dilaskukan oleh sebusah Mahkamah
Agung dan 1lain-lsin badsan kehakiman menurut
Undsng-Undang.

2. Susunasn dan kekusassan badan kehakiman itu diatur
dengsn Undang-Undsng.

Pasal 24 UUD 1945 ini dilaksanakan dengan
Undang-Undsng No. 14 Tsahun 1870 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kekusssan kehskiman, ysng dalam pasal
10 disebutkan bahwa:

Kekuaszsan kehakiman dilskuksn oleh pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

Militer dan Persdilan Tata Usaha Negara.

Lingkungan peradilan secara legalistik berdasar pasal

10 UU No. 14 Tshun 1970 telah diaskui secars resmi

sebagai salsh satu pelsksana "Judicial Power" dalam

hukum Republik Indonesis. Lebih 1lanjut, kedudukan,

kewensngan atau yuridiksi dan organisatorisnya telah

1)Baqir Mansan, Peranan Peradilan Agama dalam
Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: PT Remaja
Rosdskarys, t.t), hlm. 143.



diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.
Dengan demikian Pengadilan Agams secara resmi
mempunyai kedudukan sebagai Pengadilsn Agama yang
berpuncak kepada Mshkamsh Agung sebagai Pengadilan
Negsarsa Tertinggi.z) Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun
1989 maka eksistensi Peradilan Agsma di Indonesia
sudah kokoh secara yuridis formal.S’

Mengensai kewenangan Pengadilan Adama ini
dijelaskan dalam passl 49 bahwa Pengadilan Agama
berfungsi dan berwenang memerikss, memutus dan
menyelessaikan perksaras-perkara antara orang-orang
Islam di tingkat pertama dalam bidsng: Perksawinan,
kewarissn, wasiat, hibah, wagqaf dan sodagoh vyang
dilakukan berdasarkan hukum Islam.%4’

Hukum material peradilan agama selama ini
adslah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi
bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan
hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro
Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No.B/I/735

hukum material yang dijsdiksan pedoman dalam bidang-

2. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum
Islam”, dalam M. Mahfud, dkk (Ed), Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,
(Yogyakarts: UII Press, 1993), hlm. B0.

3)Hunawir Sadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam", dalam M. Mahfud, hlm. 1.

4)Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama,
(Jakarts: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.



bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada
13 kitab.®) Di ssmping 13 kitsb menjadi  hukum
materisal persdilan agama adslsh UU No. I Tahun 1974
tentang perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang
perwakafan tansh milik. Penetapan 13 kitab sebagai
pedoman bagi peradilan agama dalsm rangks untuk
mendapatkan kesatuan hukum dalam menyelesaikan
perksarsa. Namun demikian dengan langksah inipun
kepastian hukum msasih merupakan kebutuhan yang belunm

terpenuhi.s)

Bahkan dasar keputusan peradilan agama
vang berdasarkan kitab figqih membuka peluang bagi
terjadinya pembangkangsn stau setidaknya keluhan
ketika pihak vang kalsh perkars mempertanyakan
pemaksian kitab atau pendapat vang tidak
menguntungkan itu.7)

Melihat kenyatsan vyang demikian itu maka
disusunlah Kompilasi Hukum Islam untuk menghindari

adanya kesimpang-siuran dan tajamnys perbedsan

pendapat tentand masalsh-masalah hukum Islam.s)

5)Zaena1 Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan
Struktur Organisasi Peradilan Agama", dalam M.
Mahfud, hlm. 38,

8)zﬂnbdurrtzuhmzzm, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 38.

") rbid.
8)rbid., him. 21.



Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil proyek
pembangunan hukum Islam melslui yurisprudensi vyang
dilaksanakan oleh Mahksmah Agung dsn Depsrtemen Agama
RI. Kekuatan hukumnya diperoleh melsalui Inpres No. I
Tahun 1891, sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat
diberlakukan di pengadilan agama.g) Kemudian Inpres
No. I Tahun 1991 disntisipasi secara organik dengan
keputusan Menteri Agsma No. 154 Tsahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam perumusannya mengambil
bahan utama dari nash al Qur an dan as-Sunnah melalui
pendekatan yang menitik sentralkan kepada nas al
Qur "sn dan as-Sunnah tersebut maka Kompilasi Hukum
Islam melepaskan diri dari ikatan pendapat salah satu
masdzhab dari berbagsai madhab ysang tertulis dalam
kitab-kitab fiqih.10)

Sumber utama al Qur’ 'an dan as Sunnah yang
dijadikan dasar pembenaran kontekstual dan
eksperimental adsalah sepanjang nash bersifat qath’i
terbatas kemungkinan untuk menafsirkan dan
melenturkan. Disamping itu perumusan penyusunan
Kompilasi Hukum Islam menggunakan kitab-kitab fiqih

madhab sebagai bahan orientasi dan ketentuan-

9)Ahmad Azhsr Basyir, "Pemasyarakatan Kompilasi
Hukum Islam melalui Jalur Pendidikan Non Formal", dalam
M. Mahfud, Peradilan., hlm. 105.

100y, Yahya Hsasrahap, “Materi Kompilasi Hukum
Islam”, dalam M. Mahfud, dkk (ed.), Peradilan, hlm. 7.



ketentuan hukum Islam yang tersebar di berbagai
negarsa Islam dipergunsksan sebagai bahan
pertimbangan.ll)

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal,
vang dibagi dalam tiga bush buku, ysitu buku I
tentang perkswinan terdiri dsri 170 pasal (pasal 171
s.d. 170), buku II tentang hukum kewarisan, terdiri
dari 43 passl (pasal 171 s.d. 214), buku III tentang
hukum perwaksfan terdiri dari 15 prasal (pasal 2156
s.d. 229)4

Dalam buku I tentang perkawinsn terdiri dari 18
bab dan dalam bab IV tentang larangan perkawinan
terdiri dari 6 passl (pssal 39 s.d. 44), pads pasal
40 huruf (c) KHI disebutkan, "Dilarang me langsungkan
perkawinan sntars seorsng pria dengan seorang wanita
karena keadsan tertentu: hurnf (e). Seorang wanita
vang tidak bersgama Islam". Larangsn untuk mengawini
wanita non Muslim disebutkan di dalam al Qur an surat
al-Baqarah ayat 221.
r(’% aSjin i Aty o pm oS >
N oty b n oty yywrutgﬂ”fgﬁj

L.l}at,,\ JLJLV.JJAJ‘J\ wubw‘djofﬁ

12) - U_{;/*‘”(‘cL’a

1) rbid., hlm. 3.

12}A1 Bagarah (2) : 221.



D&n|di dalam surat al Mumtshansh ayat 10.

(uw uﬁﬂbufww)l Syl il T
Joofiay? ‘-ﬂg‘c;‘u"yb-f)bwfu"}‘“{‘ubzu*—‘

uﬁygur('\‘t'*”yj }*””’(’}‘J udu;‘-‘-r"d_}(l)
(\a_sﬂlhjkhﬂi}dﬁ_;;al lJS:;xﬁtgkyql,erﬂQ’:Lu|‘:|

13)

Menurut sl-Qur’'sn surat 2:21 dsn surat 60:10
tersebut di atas pria dan wanita Muslim dilarang
meniksh dengan wanita dan pria Musyrik dan Kafir
sebab illatnya menurut firman Allah dslam surst 2:21
dan 60:10 orang-orang (pris dan wanits) musyrik dan
kafir itu membawa ke neraks, sedang Allah (akan)
membawa ke kebaikan dan smpunan, skan tetapi larangdan
tersebut di atas dikecualikan bagi pris Muslim untuk
menikah dengan wanita Ahli kitsb sebsgsimsna firman

Allah yang terdapat di dalsm surat &l Mssidah ayat 5H:

ST ST ST 1 oy XY ST
L—ug”y_} cr’*ﬁ‘dwﬂ-}‘iwj‘u‘-‘“‘-’b (‘JJ’

ddcﬂ-ﬂju&w«*’if’ g ""Jy“u’f‘“’\m L)
Iy A e ki e S s

n

14) ) U—U""""'\

13)A1-Mumtahansh (60) : 10.

14)pa1-Maidah (5) : 5



Selain berdassrkan al-Qur 'an surat al-Maidah
ayat 5 Jjudgs berdasarksn Sunnah Nabi dimana Nabi
pernah menikah dengan wanita Ahli-kitab yakni Marish
al Qibtiyah (Kristen) demikisn jugs seorang sahabat
Nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin al-
Yaman pernsh menikah dengsn seorang wanita Yahudi dan
para ssahsbsat tidak ada yang menentangnya.ls) Bahkan
pars sahabat kecuali Abdullah ibnu Umar telah
berijma” atas bolehnya menikah dengan wanita Ahli-
kitsb, dan dalam prakteknya ysitu sshabat Talhah Ibnu
Ubsidiyah. Berdassrkan sejsrah menunjukkan bahwa
menikah dengan wanita ahli kits itu halal
hukumnya . 16

Ayat al-Qur 'an di samping menyebutkan golongsan
Mukminin, menyebutkan golongan Musyrikin dan Ahlul
kitab, dan sekaligus menjadi dasar hukum nikah antara
kaum Muslimah dan Ahlul kitab.

Al-Jaziri membedaksn orang-orang non Muslim
atss tiga golongan:

1. Golongan vyang tidak berkitsb samsawi atan tidak

berkitab semscam kitab samawi, mereksa adalah

penyembah berhala, orang-orang Murtad disamakan

15)Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta: CV
Haji Mas Agung, 1983), hlm. 5.

18) rbid., hlm. 8.



dengan mereksa,

2. Golongan ysng mempunyai semacam kitab samawi,
mereka adalah orang-orang Majusi vyang menyembah
spi, mereka mengubah-ubah kitab ysng diturunkan
kepadsa mereks.

3. Golongan yang beriman kepada kitab suci, mereka
adalah orang Yahudi yang percaya kepada kitab
Taurat dan orang-orang Nssrani yang mempercayai
Taurat dan Injil.1l?)

Yusufal-Qardawi membsagi golongsn non Muslim
atas golongan Musyrik, Murtad, Bshsi. Ahlul kitab
adalah penganut Taurst dan Injil.

Dalam al-Manar dijelaskan, terdapat dusa
kelompok pandangan dalam menentukan kriteria Ahli-
kitab yang halal untuk dinikahi, menurut kelompok
pertamsa, halsl menikah dengan Ahli-kitab dalam
keadsan bagaimanapun, kelompok kedusa, berpendapat
Ahli-kitab yang halsal untuk dinikahi adalah Ahli-
kitab yang keysakinannya masih murni. 18

Sementarsa itu K.H. Ahmad Azhar Basyir, Ketua
Umum Muhammadiyah dalam sidang tanwir Muhammadiyah di

Jaskarta mengstsksn bshws yang digolongksn Ahli-kitab

17)Chuzsimah T Y, Hafiz Anshory Az, Problematika.,
(Jakarta: Pustska Firdasus, 1996), hal. 3

18) rbid., hal. B



ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani.l9)

Didalam prakteknys sekarang ini khususnya di
Indonesia perkawinan berbeda agama masih sering
terjadi, beberapa waktu 1laslu media massa sering
memuat tentang perkawinan berbeda sgama sebagsimana
dilakukan oleh artis Nurul Arifin yang beragama Islam
dengsan Mayong yang beragama Nasrani, perkawinan Jamal
Mirdad vyang beragams Islam dengsn Lidya Kandaw yang
Katolik, perkawinan Emilia Contesss yang beragama
Islam dengan promotor tinju Rio Tambunan ysng Nasrani
vang diakhiri dengan perceraian, demikian jugs yang
dilakukan oleh GRAY Kus Supish dan GRAY Ondowiyah dua
putri Pskubuwono XII yang masing-masing kawin dengan
Iy, Sylvanus pejsbast gubernur Kalteng dan BRM
Susatya SH, yang keduanys beragama Kristen, dan masih
benyak 1lagi. Perkawinan tersebut sempat membuat
keributan dikalangan pejabat pemerintah yang terkait,
dan meninbulksn ketegsangan dikalangan keluarga dan

tokoh masyarakat.zg)

19)'S.T. Roestam, Petaka Perkawinan Beda Agama,
"Panji Masyaraksat"”, No. 709, Tshun 1992, hal. 11.

20)Muh. Hasbullsh Abdus Sakur, "Perkawinan Antar
Agama dalam Perspektif Islam’, mskslsh disampaikan dalam
diskusi tentang Perkawinan Antar Agams dalam perspektif
Agama dan Politik, diselenggaraksan oleh Ikatan Mshasiswa
Syari“ash (IMSYI) IAIN Sunan Kalijsga Yogyakarta
25 Februsari 1992, hlm. 1.
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Perkawinan-perkawinan vang sempat membuat
bingung tersebut disebabkan karena; pertams, Undang-
undang Perkawinan belum mengatur secara tuntas
mengenal persoalan perkawinsn berbeda sgams. Kedua,
masing-masing agama telah mempunyai prinsip vyang
berkaitan dengan perkawinsn baik sebsgai hukum atau
keyaskinan yang bagi mereka yang taast beragama akan
sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan agamanya
tersebut. Akibatnya, apabila terjadi suatu pernikahan

vang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sgamanys
akan menimbulkan keresshan dan kegoncangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. I Tahun
1974 tentang perkawinan, telah ada Undang-Undang yang
menerangkan dan mengatur tentang perkawinan campuran
yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Hindia Belanda yang bernsma GHR, yaitu peraturan
tentang perkawinan campuran yang dimuat dalam
Stastblad 1888 No. 156. Menurut ahli hukum perkawinan
campuran di sini meliputi juga perkawinan berbedsa
agams.. Dengsn demikisn bagi pasangsn yang akan
melangsungkan perkawinan berbeds agamsa boleh merasa
terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya dalam

perkawinan mereka.ZI)

21)Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau
Dari UU No. I,/1974 Tentang Perkawinan, (Jskarts: PT Dian
Rakyat, 1986), hlm. B66.
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Setelsh berlakunya UU No. 1/1974 tentang
perkawinan timbullash konsep yang berbeda dengan
konsep sebelumnys yang menganut konsepsi hukum
perkawinan perdata, UU No. I/1974 justrn memberikan
peranan vyang sangat menentukan sah sataun tidaknya
suatu perkawinan.?2) Aksn tetapi dalam UU No. 1/1974
masalah perkawinan berbeda sgama yang tidak diatur
secara Jelas begitu jugs dengan larangan perkawinan
berbeda agama. Hal ini telah menimbulkan persoalan-
persoalan hukum antar agama yang dalam 1ilmu hukum
dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antar
golongan yang mempunysai tujuan memecshkan persoalan
bentrokan antar pelbagai hukum dengan tiada
perbatasan.

KHI mengatur tentang perkswinasn berbeda agama
vang terdapat dalsm passl 40 (c). Dslsam pasal
tersebut dikatakan: seorang laki-lski Muslim dilarang
mengawini wanita non Muslim sementars dslam nas al-
Qur "am surat al-Maidah yat 5 terdapat ketentuan
kebolehan bagi pria Muslim mengawini wanita non
Muslim yang Ahli-kitab (Yahudi dsn Nasrani), dengan
adanys kontroversiasl santaras pasal 40 (c) KHI dengan

peraturan perundang-undsngan vang berlakn di

22)Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkswinan No.
I,1974, (Jaksrta: PT. Dian Rakyat, 1886), hlm. 5-8B.
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Indonesia di satu pihak dengan nas al-Qur 'an di pihak
lain, maka apaksh yang melatar belakangi KHI dalam
merumuskan Kketentuan yang terdapat dalam pasal 40 (c)
KHI tersebut. Demikisn juga memerluksan penjelasan
dasar hukumnya, serta maslshat dan mafsadah vang

terkandung dalam ketentuan pasal 40 (c) tersebut.

Pokok Masalah

Berdasarkan 1latar belskang masalah yang ada,
maka dapat dirumuskan pokok masalah yang merupakan
inti bahasan dalam skripsi, ysitu spa yang melatar
belakangi Kompilasi Hukum Islsm melsrang 1laki-laki

Muslim menikshi wanita non Muslim.

Tujuan dan Kegunaan
Dengan memperhatikan pokok masalah di atas,
maks pembshasan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan Kompilasi Hukum
Islam melarang laki-laki Muslim menikah dengan
wanita non Muslim termssuk Ahli-kitab.

2. Untuk menjelaskan dasar hukum larangan perkawinan
antara laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim
(Ahli-kitab).

3. Untuk menjelaskan sejauh mana kemaslahatan yang

terkandung dari passl 40 (ec) KHI.
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Sedangkan kegunsan penyusunan skripsi ini
adalah:

1. Diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan
dan hassnah keilmuan bagi penyusun pada khususnya
dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
praktisi hukum dalam menanggapi masalah perkawinan
berbeda agama yang selanjutnya Jjuga membantu
menumbuhkan kesadaran hukum basgi masyarskat.

3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi-instansi
pemerintah seperti Kantor Urusan Agama, Kantor
Catatan Sipil dan Pengadilan Agama yang menangani

masalah perkawinan.

Telaah Pustaka

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang
umum berlaku pada semua mahluk, merupakan cara yang
Allah tetapkan sebsgai jalan bagi makhluk-Nya untuk
melahirkan keturunan, berkembang biask dan menjaga
kelestarian hidupnysa. Nsmun Allsah menjadikan manusia
berbeda dengan mahluk lainnya yang hidup bebas
mengikuti nalurinya dsn tidak ada aturan, tetapi demi
menjaga kehormatan dan martabst kemulyaan manusia
Allah memberikan hukum-Nysa sehinggsa hubungan laki-

1aki dan perempuan diatur secara terhormat melalui
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pintu yang disebut dengsn niksh.23)

Nikah ialah me lakukan suatu akad atau
perjanjian untuk menghslslkan hubungan kelamin antsrsa
kedua belah pihak dengan suka rels dan keridloan
kedus belah pihak untuk mewujudksn snstu kebahagiaan
hidup berkeluargs yang diliputi rass kasih sayvang dan
ketentraman dendan cara-cara yang diridloi Allah.24)

Undang-undang perkswinan (UU No. 1/1974) dsalam

pasal satu merumuskan pengertisn perkawinan sebagsai
berikut:
Perkawinan adalah ikatan lahir bsthin santara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluargs (rumah tanggsa) yang bahsagisa
dan keksl berdasarkan Ketuhsnan Yang Maha Esa.

Pria diciptasksn untuk wanita dan sebaliknya,
pria dan wanita saling tertarik kepada passangannya,
pernikahan dan perwujudsnnys merupakan hasrat alami
manusia yang terkait erat dengan naluri. Hal ini
merupskan salsh satu berksh terbesar dari Allah swt

sebagaimana disebutkan dsalam sl Qur an surat ar Rum

ayat 21.25)

23)H. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaysa:
al-Ikhsan, 1983), hlm. 1.

24)Ny. Soemiyati, Hukum., hlm. 9.

25)'Ibrahim Amini, Bimbingan Islam untuk Kehidupan
Suami Istri, (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 9.
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MJL“J'J‘H el SNl MI'\wJ
J/Q—“fﬂubﬂdadus 42,035

Semusa ketentuan dasn ketetspan dslam sysari‘at
Islam dissmping sebagsai patokan vyang harus dipatuhi
dan sangsi bagi pelsnggsrnya Juga mengandung hikmah
dan pengaruh positif bagi kehidupan baik secars fardi
(individual) msupun Jjama i (kolektif).27)

Namun, hsl yang sangat perlu diperhatikan bahwa
pernikshan dan ikatan keluarga itu selsin menjalin
hubungan yang bersifat lshirish, jugs merupakan
hubungan ysng bersifat ruhish vang sering diwarnai
oleh keyskinan dan agama yang disnut, daslam konteks
ini agams memainksn peranan yang sangat penting dalam
membantu terwnjudnys tujuan perkswinan.28)

Perkswinan santar orsng yang berlsinan agama,
vang dimaksud di sini islsh perkawinan antara laki-
laki Muslim dengan wanits non Muslim, mengenai
massalah ini hukum Islam telash mengaturnya.

Fugqaha ' sepakat bahwa seorang muslim tidak
boleh menikah dengan wsnits yang tidak beragama

Samawi (agama ysng mempunysi kitsb vang diturunkan

28)5r Ram (30) : 21

27)Moh. Nuh ’Am, “"Pernikahan Berbeda Agama”, s8l-
Muslimun, No. 265. Tshun XXIII, hlm. 30.

28) rbid., hlm. 31.
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Tuhan melalui Nabi yang namanya disebut dalam al
Qur'an), akan tetspi pars ulama’ berbeds pandangan
dalam hal pernikahan laki-lski Muslim dengan wanita
Ahli kitab. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena
perbedaan pendapat tentang kedudukan wanita Ahli-
kitab.

Jumhur ulama’ memperbolehkan laki-laki Muslim
menikah dengan wanita Ahli-kitab berdasarkan surst
Al-Maidah ayat 5, juga berdasarkan sejarah bahwa
beberaps sahabat kecuali Abdullsh Ibnu Umar telah
berijma’” atas kebolehan mengawini wanita-wanita Ahli-
kitab. Dalam prakteknya diantaranya adalah sahabat
Talhah Ibnu Ubaidillah.29)

Menurut @Qaul Mu'tamad dalam madzhab Syafi’i
perempuan Ahli kitab yang halal untuk dinikahi oleh
laki-laki Muslim adslsah pPerempuan yang menganut agama
Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari
nenek moyang mereka yang menganut agama tersebut
sejak Nabi belum menjadi Rasul.30)

Ulama® Hanafiyah berpendapst menikahi wanita
Kitabiyah yang berads di Darulhsarbi merupakan pembuka
Pintu fitnah mendahulukan kawin dengan mereka adalah

makruh tahrim, karens membawsa kepada fasad. Kawin

zg)ﬁhmad Sukarja, "Perkswinan Berbeds Agama",
dalam Chuzaimah T.Y. dan Hsfiz Anshary, Problematika
Hukum Islam Kontemporer, (Jakarts: Pustaks Firdaus,
1994), hlm. 8.

30) rbid., hlm. 10.
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dengan Kitabiyah dzimmiyah yang tunduk kepada undang-
undang Islam adalah makruh tanzih.

Dikalangan Malikiyah ada dua pendapat, pertama
nikah dengan kitabiyah makruh mutlak, baik dzimmiyah
maupun harbiyah. Kedua, tidak makruh secara mutlak,
karena ayat membolehkan secara mutlak, dikafakan
bahwa madzhab Maliki dibina di atas dasar
shadduzzari “ah (menutup Jjalan kemudaratan). Kalau
mafasid itu dikhawatirkan terjadi, maka mendahulukan
kawin dengan Kitabiyah adalah haram.31)

Menurut Abdul Hutaal al-Jabry, haram hukumnya
mengikat tali perkawinan antara dua hati yang berbeda
kepercayaan, sebab ikatan yang demikian adalah
ikatan yang palsu dan rapuh keduanya bersatu bukan
karena Allah, Jjalan yang dirintisnyapun tidak
berdasarkan agananya.sz)

Dalam hal tersebut EKHI buku III pasal 40 huruf
(c) menyatakan seorang laki-laki Muslim dilarang
menikah dengan wanita non Muslimn.33) Berkaitan dengan
pasal tersebut Moh. Daud Ali SH., berpendapat: Dalam

surat al-Maidah ayat 5 Allah memberi dispensasi

3 rbid., hlm. 12.

32)Abdul Mutaal al Jabry, Perkawinan Berbeda
Agama, alih bahasa-Ahmad Syathori, (Surabaya: Risalah
Gusti, 1992), hlm. 23.

33)Ebnpilasi Hukum Islam, (Bandung: Humaniora
Utama Press, 1993), hlm. 87.
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berupa hak atau kewenangsn kepada pria Muslim untuk

menikah dengsn wanita ahli kitab, Yahudi atau

Nssrani, lebih lanjut hak atau kewenangan ter-

buka itu.dspat dipergunaksn atau tidak dipergunakan
oleh pria Muslim tergantung kepada situasi, kone
disi dan keadaan dirinya.34)

Menurut Azhar Basyir, diperbolehkannya
perkawinan sntara laki-lski Muslim dengan perempuan
Ahli kitab bertujuan untuk membuktikan bahwa terhadap
para penganut agama yang bersumber pada wahyu Allah,
Islam senantiasa berusaha memupuk hubungsn ysng akrab
di atas dassar rasa kasih saysng agsar benar-benar
dapat dirasskan betapas tinggi nilai-nilai ajaran
Islam dsn dapat diresapkan pula bahwa Islam benar-
benar sgams Allah yang menyempurnakan agsams wahyu
sebelumnya. Namin kebolehan laki-1ski Muslim
mengawini wanita Ahliekitab tersebut masih dikaitkan
dengsn jaminsn keselasmatan agsma Islam dan umat Islam
pada umumnya.35)

Perkswinan orang-orsng vang berbeda agama Jiksa

dihubungkan dengan Undasng-Undang Perkswinan Indonesia

34)Moh. Dsud Ali, “Perkawinan Campuran Antar
Orang-orang Berbeda Agama", Mimbar hukum, No. VIII, Th.
1983, hlm. 53. P

35)Ahmad Azhar Bssyir, Kawin campur, Adopsi dan
Wasiat Menurut Islam, (Bandung: PT al Ma arif, 1872),
hlm. 11.
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(UU No. I Tahun 1974), menurut Moh. Daud Ali, SH.,
terdapat beberapa pendapat di antara pars ahli hukum
Indonesia, antara lain: pendapat = pertama (1)
mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang
berbeds agama dapat saja dilangsungksn sebagai
pelaksansan hak asssi manusis dan kebebasan seseorang
untuk menentukan pasangannya. Pendapat kedua (2)
mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional
tidak mengatur perkawinan campuran antara orang-orang
veang berbeda agama, nsmun menurut pendspat ini,
perkawinan antars passngan ysng berbeds agamsa adalah
suatu kenyataan oleh karena itu perlu dirumuskan
ketentuan hukumnysa. Pendspat ketiga (3) mengatakan
bahwa perkawinan campuran antara orang-orsang yang
berbeds agama tidak dikehendski oleh pembuat Undang-
undang vaitu pemerintsah dan DPR Republik
Indonesia.38)

Dari telaah pustska di atas ternyata masih
perlu diadakan kajisn lebih lanjut, berkenaan dengan

alassn-alasan serta dasar hukum larsangsn bagi pria
Muslim mengawini wanita Ahli-kitab, demikian juga

dengan maslahat dan mafsadahnya.

36)}‘[uh. Daud Ali, "Perkawinan Antara Orang-orang

Berbeda Agama", Mimbar Hukum No. 8. Tshun IV, 1893, hlm.

53.

PERPUSTAKAAN |
FAIN SUNAN K 1JAGA |
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E. Kerangka Teoretik

Syari‘at Islam atau hukum Islam dengan Kkedua
sumber pokoknya 8l-Qur’an dan as-Sunah menjadi
pedoman hidup dan kehidupan bagi msnusis dalam segala
aspeknys memiliki sifat yang luwes dan dinamika yang
sangat tinggi menjadikannya mampu untuk menampung
segala macam persosalan dan permasalshan yang timbul
akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman
dalam sedala bidang dengan beberapa pengderak satau
dasar-dasar pokok vang terus berlaku,37)
berkembangnya hukum Islam tidak lepas dari konteks
masyarakat dimana hukum Islam itu dikembangkan.38)

Hukum Islam mssa kini adslah merupakan sebuah
label yang diberikan kepsds ketentusn-ketentuan hukum
Islam vang berlakn di Indonesia dan sekaligus
menampilkan corak has ke-Indonesiaannya.59) Dslam hal
ini, terdapat dua komponen utama dslam metodologi
fiagh Indonesis, pertama adsalah uEr Indonesia

dijadikan sebsgai sslah sstu sumber hukum Islam di

37)Yusuf al-Qardawy, Keluasan dan Keluwesan Hukum
Islam, (Semsrang: Dina Utamsa, 1985), hlm. 1.

38)Asymuni Abdurrahman, "Kajian Epistimologi Hukum
Islam dalam Tinjauan Sosiologis Historis", makalah
dissmpsikan pads seminar sehsari tentang Kerangks
Epistemologi Hukum Nasionsl, diselenggarskan oleh HMJ
PERA Fakultas Syari’sh TIAIN SU-KA, Yogyskarta, 4
Desember 1993, hlm. 2.

39)Abdurrahman, Kompilasi., hlm. 5.
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Indonesia, kedusa adalah ijma’, dengsn melalui ijtihad
jama’i dengan lembaga ahl al-hall wa sl sqd-nya.%0)

Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia
dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan
penyesuaian pada budays Indonesis yang hasilnya
kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan
hukum Islam di negeri-negeri Islam 1lainnya.%l) Hal
ini dilakuksn dalam rangka untuk mewujudkan
kemsaslahatan umum yang merupakan tujuan dari
diturunkannya syari‘at Islam.

Hukum Perkawinan Islam memperbolehkan laki-laki
Muslim menikah dengan wanita Ahli kitab dimaksudkan
untuk menghilangkan perintang-perintang hubungan
antara Ahli kitab dengan ksum Muslimin dan merupakan
salah satu jalan pendekatan dan dakwsh Islam terhadap
mereka, namun izin tersebut tidak berlaku jika dalam
perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan
Ahli-kitab berdampsk negatif terhadap keselamatan
agama suami dan anak-ansknys jugs keselamatan umsat

Islam dan agama Islam pada umumnya.42)

40)Yudian W. Asmin, "Reorientasi Fiqih Indonesia",
makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Kerangksa
Epistimologi Hukum Indonesia dslam Pengembangan Hukum
Nasional, diselendgarakan oleh HMJ Peradilan Agama
Fakultas Syari’ah TIAIN SU-KA, Yogyakarta, 4 Desember
1993, hlm. 9-10.

41)Illustrasi Rahmat Jatniks dsalam Abdurrahman,
Kompilasi., hlm. 17.

42)Ahmad Azhar Basyir, Kawin., hlm. 11.
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Dalam ksidah fiqhiysh dikatsksan:

ﬂh&‘%()‘)b@»u\ba
43)

Dari ksidah tersebut di atss dspst dipshami bshwa
menolak bsahaya itu harus didahulukan dari pada.
mensrik kemaslakhatsan.

Dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia,
perkawinsan befbeda agama kerusskannys lebih bessar
dibandingkan dengan kebaikannys bagi kehidupan
keluardgs, terutams kehidupsn ansk-snask vang lahir
dari perkawinan berbeds agsma. Dalam hal ini maka
laki-1laki Muslim dilarang meniksh dengan wanita Ahli

kitab.

F. Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini penulis
mempergunsakan metode penulisan sebagsai berikut:

1. Library Research, ysitu penelitian yang dilakukan
terhadsp tulisan-tulisan yand dipandang perlu dan
berkaitan erst dengsn masalah perkawinan antar
agama. .

2. Metode Interview, vyaitu penyusun mengadakan
wawancarsa satau tanya jswab secars langsung dengan

pihak-pihak yasng berpersan sktif atsu tidsk saktif

43)a1 Suyuti, Al-Asybah wa al Nazair, (Indonesia:
Darul Ihys® al Kutub al "Arabiysh, t.t.), hlm. B62.
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dalam penyusunan KHI, dengan wawancara tersebut
penyusun berharsp memperoleh data-datsa vang
penyusun perlukan.

Teknik wawancars yang dipergunakan adalah
bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara vang msana
peneliti bebas mengadskan wawsncara dengan tetap
berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok
vang akan ditanyaksan, sehingga masih memungkinkan
adanys variasi-variasi pertanysan yang disesuaikan
dengsn situasi ketiks wawancara dilakukan.

3. Ansalisas Dats
8. Deduktif; vyaitu metode berfikir dengan cara
menerangkan data yang bersifat khusus dalam

suatu generalisasi berdasarkan hubungan dan

persamaan.44) Metode ini akan digunakan untuk
menganalisa realitas masyarakat dalam
menanggapi, memshami dan melaksanakan

peraturan-peraturan vang berkaitan dengan
perundang-undangan dan perstursn-peraturan yvang
lain, serta teori-teori yang berksaitan dengan
perkawinan berbedsa agams.

b. Induktif; vyaitu metode berfikir dengan cara

membawa data vyang bersifat umum dalam aneka

44)Hinarno Surakhmsad, Pengantar Penelitian Ilmiah,
(Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 42.
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pembahasan yang bersifat khusus.4®) Metode ini
digunakan untuk mengsnslisa realitas masyarakat
dalam menanggapi, memahami dan melsksansakan
perstursn-persturan vang berkaitan dengan
perkawinan berbeda agams.

Comparatif; yaitu suatu pola berfikir dengan
membandingkan beberapa pendapat, fakta, maupun
peristiwa yang telsh diketahui dengan kaidah-
kaidah vang dijadikan sebagai landasan

berpijak.48)

Pendekatan

a.

Pendekatan Sosiologis; yaitu pendekatan yang
dassar tujuannys pada permasalshan-permasalahan
vang &ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya
dengsn massalah perkawinan berbedsa agams, dampak
negatif desri perkawinan tersebut. ‘

Pendekatan Yuridis; yaitu pendekatan vang
berorientasi pada gejala-gejala hukum vang
bersifat normatif, melalui pendekatan ini
diharapkan sebagsai wusaha untuk mempelajari
ketentuan-ketentuan perundang-undangan,

peraturan-persturan lain maupun pemikiran

larangan mengawini wanita non Muslim (Ahli

UII,

43) rbid.

46)Tatang M. Amirin, Metodologi Riset,
(Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pendgabdian Mssyarakat

1979), hlm. 41.
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kitab).

c. Pendekatan Normatif; yaitu cars mendekati
masalah yang diteliti dengan melihat apakah
sesuatu itu baik atau tidak, norma yang berlaku

berdasarkan ketentuan-ketentuasn yang ada dalam

syari at Islam.47)

G. Sistematika Pembahasan

Adspun sistematika penyusunsn skripsi ini
penyusun bagi menjsdi 5 bab, dan dibagi menjadi
beberapa sub bab, Bab pertamsa, merupskan pendahuluan.
Memuat pembahasan mengenai latar belakang masalsah,
pokok masslah, tujuan dan kegunasan, telssh pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.
Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang
perkawinan yang meliputi pengertian perkawinsn, dasar
hukum perkawinan, rukun perkswinsn dan tujuan
perkawinan.
Bab ketigs, membsahss larsngsn perkswinan secara umum
vyang mencakup larsngan perkawinan menurut hukum
Islam, UU No. I/1974 dan larangan perkswinan menurut

KHI.

47)Winarno Surakhmsd, Pengantar., hlm. 42.
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Bab keempat, membahas mengenai analisa pasal 40 (c)
KHI meninjau permasalahan secara yuridis sistim hukum
Indonesis dan dampak negatif mengawini wanita Ahli
kitab, dan melakukan tinjauan hukum Islam.

Sedang bab kelima, merupakan bsb terakhir/penutup

vang meliputi kesimpulan dan saran-saran.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mengsdsaksn pembsahssan dsri segi hukum

Islam mengenai Larangan mengawini wanita non Muslim

bagi pria Muslim sebsgsimsna terdapsat dalam pasal 40

huruf (e) KHI dan telsh mengadaksn wawsncara dengan

para Tim Perumus KHI di Jsksrts mengensi permassalshan
tersebut di atas, mska akhirnya penyusun dapat
menyimpulkan sebsgsi berikut:

1. Perkawinan antara pria Muslim dengsn wanitsa non
Muslim mengandung berbsgai konflik pads dirinya,
dalam kehidupan kelusarga dan dapat berkembang
dslsm kehidupan bermasyarakat. Oleh Kkarena itu
dissmping tujusn perkawinan yang tercsantum dalam
pasal 1 UU Perkawinan Indonesis sukar terwujudnya,
Juga dampak negatifnya jauh lebih besar daripada
segdl positifnya.

2. Pasal 40 huruf (c) KHI tentang larangsn perkawinan
antsra priasa Muslim dengan wsnits non Muslim
merupakan penegssan lsndassn vyuridis terhadap
pasal 2 ayat 1 jo. pasal 8 huruf (f) UU No. 1/1974
dan seksligus menanulir kebolehsn ysng dirumuskan
dalam surat Al Mssidash ayat 5 atas landsasan
situssi, kondisi dsn maslsahst. Ketentusn tersebut
didukung oleh fstws Majlis Ulama’ Indonesia (MUI)

No. 5/Kep/Munss II/MUI/1980 tsnggsl 1 Juni 1980.
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Pasal 40 (c) KHI merupakan 1langksah swsl untuk
memperbsiki tatanan masysrakat Islam dari
merupakan siasat sysri‘sh (politik hukum) bagi
umat Islam dalsm rangks melindungi umat Islam
Indonesia dari melskukan hal-hsl yang mengarah

kepada fasad (kerussksn).

B. Saran-saran

Dengan adanya beberaps kesimpulan di atas,

supaya penelitian tersebut membawa manfasat, maka

penyusun memberiksn ssran-saran sebsgai berikut:

L.

Perkawinan berbeds sgamsa kendat ipun menjadi
kenyataan ai masyarakat tetapi merupakan
penyimpangan dari pols umum perkawinsn vang benar
menurut hukum agama dan UU Perkswinsn vang berlaku
di Indonesia. Oleh karena itu kepada vang
berkompeten tidsak perlu membust peraturan
tersendiri dan tidak perlu Negars melindungi,
karena selain tidask konstitusionsal Jugs tidsk
legsal.

Kepada semus pihak perlu melsakukan upaya
pemasyarakatan Kompilssi Hukum Islam (KHI) melalui
jalur yang ads di masyaraskat bsik formal maupun
non formal dalam rangka mensngksl terjadinya
penyimpsngan semisal perkawinan sntars pris Muslim
dendan wanits non Muslim.

Kepada seluruh kaum Muslimin penyusun menyarankan
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supaya ajaran Islam tetap dijadikan dasar untnk
menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.
Pertimbangsn lsin jangan mengalshkan pertimbangan
agams. Hendaknya berpendirian kuat bahwa menikah
dengan non Islam adslah haram, termasuk antara

pria Islam dengan wanita Kristen di Indonesia.
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